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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Penyebab Kejahatan 

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab 

kejahatan secara sistematis merupkan hal baru, meskipun sebenarnya hal 

tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi 

dikenal beberapa teori yaitu
1
 : 

a) Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis Para tokoh 

biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat 

pada individu.Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari 

kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi 

yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, 

perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi 

dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, 

bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta 

asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. 

b) Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan 

prilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia 

begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau superego-

nya begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan 

individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.Superego 

                                                             
1
 M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12 
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intinya merupakan suatu citra orangtua yang begitu mendalam, terbangun 

ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orangtuanya. 

c) Social Learning Theory. 

Albert Bandura (Observational Learning) berpendapat bahwa 

individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling: 

anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku 

orang lain.jadi tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-

contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa. 

Gerard Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi di pelajari 

melalui pengalaman langsung (direct experience). Mereka melihat bahwa 

anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak 

lainnya tetapi kadangkadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi 

balasan. 

d) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi  

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis 

mencari alasanalasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam 

lingkungan sosial.
13 

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari 

masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan 

tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok 

sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan Terjadinya suatu 

kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, 

pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada 

Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi 

oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan 
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dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga 

bermakna ketidaktahuan dari orng yang melakukan kejahatan terhadap 

akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor 

lingkungan, Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor 

lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor 

ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang 

lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.
2
 Anomie : Emile Durkheim Salah satu 

cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada 

bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-

masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat pada 

struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. 

Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie 

(hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-

patokan dan nilai-nilai). Orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan lebih 

banyak dari yang mereka pernah impikan memiliki kecenderungan 

meyakini bahwa tiada satupun yang mustahil. 

Menurut Merton kejahatan tidak diciptakan oleh sudden sosial 

change (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social structure (struktur 

sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua 

anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Strain 

teory ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum tetapi dibawah tekanan 

                                                             
2
 Arief, Barda Nawawi. 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, Jakarta hlm. 48 
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yang besar mereka akan melakukan kejahatan. Disparitas antara tujuan dan 

sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. 

 

B. Teori Penanggulangan Kejahatan  

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan 

pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal 

adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) 

bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya 

penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya 

pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum 

terjadi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan 

penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-

emtif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga 

hal ini merupakan fungsifungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas 

pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian, yakni :
3
 

1) Upaya Pre-Emtif Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-

emtif adalah menanamkan nilainilai/norma-norma yang baik sehingga 

norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 

2) Upaya Preventif Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian 

yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan 

kamtibmas.Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya 

                                                             
3
 W. J. S. Poerwadarminta, 2006, Sosiologi Kriminalitas. Remadja Karya, Bandung. hlm. 

44-45 
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Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 

kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

3) Upaya Represif Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan 

penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, 

penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun 

pengedar narkotika beserta bukti-buktinya. 

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan 

kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, 

antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu 

usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang 

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
4
 

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu 

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa 

sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil 

                                                             
4
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untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum 

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu 

dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana 

merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan 

menghilangkan sebabsebabnya. 

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari 

kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha 

yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare 

policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence 

policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan 

utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan 

atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, 

yaitu: 

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penggulangan 

kejahatan dengan menggunakan pidana yang didalamnya terdapat dua 

masalah sentral, yaitu : 

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.  

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.  

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 
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sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan. 

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan 

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan 

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) 

karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy 

(yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, 

politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan 

nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi 

perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-

ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. 

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya 

masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap 

perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak 

mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak 

pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman 

pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan 

yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan 

kemampuan badan penegak hukum. 

C. Pengertian Anak 

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena 

mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan 

melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib 

mendapatkan pendidikan formal, juga wajib mendapatkan pendidikan moral, 
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sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan 

negara. 
5
 

Pengertian Anak yang bermasalah dengan hukum apabila ditinjau dari 

aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim 

diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under 

age), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur 

(minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang 

di bawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij). Pada tingkat 

Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan 

tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak anatara 

satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam.
6
 

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Anak (Convention on the Rights of 

the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Anak merumuskan pengertian 

anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun 

kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa 

usia dewasa dicapai lebih awal. Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada 

dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan 

kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan 

beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang 

data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan 

tindakan-tindaka hukum yang dilakukan oleh anak itu.  

                                                             
5
 Wan Nova Listia, Anak Sebagai Makhluk Sosial, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, 

Vol.1.No1, 2015. hlm 14 
6
 Nikmah Rosidah, Rini Fatonah, Hukum Peradilan Anak, (Bandar Lampung, Zam-Zam 

Tower), 2019, hlm. 40. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk 

mengatakan bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia 

dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik 

orang tua maupun wali. Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa 

peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian 

anak adalah bervariatif dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur 

yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau 

belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Namun meskipun 

demikian pada prinsipnya anak dibawah umur adalah seseorang yang tumbuh 

dalam perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan bimbingan 

untuk kedepannya.  

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus 

atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan 

dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan 

perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan 

institusi (kelembagaan). Secara konseptual anak yang berhadapan dengan 

hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai seseorang yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem 

peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh 

melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak 

yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah yaitu :  
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1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan 

tindak pidana;  

2) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau 

mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Anak yang berhadapan 

dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak 

dengan sistem pengadilan pidana karena:  

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar 

hukum; atau  

b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang 

dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau  

c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu 

peristiwa pelanggaran hukum.  

Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum 

dapat dibagi menjadi :  

1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;  

2) Korban tindak pidana;  

3) Saksi suatu tindak pidana.  

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang 

identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik 

disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara 

penanganannya. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan 

pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus 

bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan 
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hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) merupakan suatu 

bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh 

undang- undang. Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan 

kewajiban mereka itu menjadi intinya proses. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana 

pembunuhan 

a) Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan 

strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, 

yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. 

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.
7
 

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya 

dirumuskan oleh KUHP.
8
 Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari 

                                                             
7
 Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. 

Hal. 219 
8
 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta 

Storia Grafika, 2002, Hal 204 
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strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. 

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi 

dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai 

kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-

undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini 

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib 

apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia 

dapat dikenai sanksi. 

Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti 

yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan 

pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa larangan tersebut”.
9
 

Sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel dalam buku 

Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam 

Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan.
10

 

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh 

para ahli hukum pidana di atas, nampaknya tidak ada ketegasan untuk 

menetapkan secara absolut dalam berbagai literatur buku, artikel maupun 

jurnal, perihal pemakaian kata yang tepat dari terminologi tindak pidana, 

seperti halnya yang “Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh 

                                                             
9
 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya 

Paramita, 2004 Hal 54 
10

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur 

Mahasiswa, 1955, Hal. 4 
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karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa 

pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai 

peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai  hal  itu. 

Namun dalam berbagai literatur istilah yang sering digunakan adalah 

tindak pidana sebagai hasil terjemahan menjadi bahasa indonesia, 

demikianpun dalam arti kamus lebih cenderung para penulis dan pengamat 

ahli hukum (baik teoritisi maupun partisipan hukum) lebih lazim 

menggunakan istilah tindak pidana. 

b) Pengertian Pembunuhan 

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat 

awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, 

menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau 

membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, 

menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara 

membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan 

minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja 

mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), 

sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya 

disebut sebagai pihak terbunuh (korban).
11

  

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang 

lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, 
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 Adami Chazawi, Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2010, hlm. 57 
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untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus 

melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan 

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus 

ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.
12

 

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana 

materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat 

dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya 

akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu 

tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu 

sendiri belum timbul.
13

 

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa 

orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat 

meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan 

menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut 

percobaan pembunuhan. 

c) Unsur-unsur Pembunuhan  

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai 

berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima 
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 Bassar, M. Sudrajat, Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Bandung : PT. Remadja Karya, 2009, hlm.19 
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belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat 

unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut
14

 : 

1) Unsur subyektif dengan sengaja  

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan 

kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja 

(opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan 

sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, 

sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah 

suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang 

lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara 

umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana 

hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni: 

a. sengaja sebagai niat,  

b. sengaja insaf akan kepastian, dan  

c. sengaja insaf akan kemungkinan 

2). Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa 

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh 

kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, 

dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus 

mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa 

orang lain. 

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat 

yang harus dipenuhi, yaitu:  
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(1) Adanya wujud perbuatan,  

(2) Adanya suatu kematian orang lain,  

(3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan 

dan akibat kematian orang lain. 

E. Jenis-Jenis Pembunuhan 

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, 

menurut Sudrajat Bassar, bahwa : Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 

7 jenis, yaitu
15

 :  

a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun”.  

b) Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP); 

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan 

pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 

maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 

untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 

hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
16

 

c) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan 

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau 
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Interpratama, 2011, hlm. 45. 
16

 Adami Chazawi, 2013, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm, 57 



25 
 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 

duapuluh tahun”.  

d) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ; “Seorang ibu yang takut akan 

ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama 

kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh 

anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.  

e) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ; “Barangsiapa 

merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas 

dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara 

paling lama duabelas tahun”.  

f) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ; 

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, 

menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk 

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang 

itu jadi bunuh diri”.  

g) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ; “Seorang wanita yang 

sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh 

orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun”. lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-

masing sebagai berikut:  Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan 

nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana 

pembentuk undangundang selanjutnyajuga masih membuat perbedaan 

kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih 

dahulu yang telah diberi nama doodslagdengan kesengajaan menghilangkan 
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nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut 

moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam 

Pasal 340 KUHP.  

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru 

dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk 

undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan 

menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang 

dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama 

kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak 

yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu 

disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk 

undang-undang disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHPdan adapun 

jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindermoorddiatur dalam Pasal 

342 KUHP. 

Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan 

yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni 

sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.  

Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh 

diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 345 KUHP.  

Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang 

wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal 

dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah 

disebut dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat 
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undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis afdrijving 

yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu: 

1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas 

permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam 

Pasal 346 KUHP.  

2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin 

dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam 

Pasal 347 KUHP  

3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan 

mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur 

dalam Pasal 348 KUHP.  

4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang 

pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau 

seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 

349 KUHP. 

 

F. Tindak Pidana Pembunuhan Anak  

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk undangundang 

telah disebut sebagai kinderdoodslag itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP 

yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: 

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada 

saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja 

merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 
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Dari rumusan mengenai tindak pidana pembunuhan anak di atas dapat 

diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur 

dalam Pasal 341 KUHP itu sebagai berikut:  

a. Unsur subyektif :  

1) takut diketahui telah melahirkan anak;  

2) dengan sengaja.  

b. Unsur obyektif :  

(1) seorang ibu;  

(2) menghilangkan;  

(3) nyawa;  

(4) anaknya;  

(5) pada saat;  

(6) segera setelah;  

(7) kelahirannya.  

Dari perincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak atau 

kinderdoodslag di atas itu dapat diketahui bahwa beberapa unsur telah 

dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam 

bentuk pokok, sehingga tidak perlu dibicarakan kembali. 

Dengan demikian, maka yang masih perlu dibicarakan adalah unsur-

unsur:  

a. takut diketahui telah melahirkan anak,  

b. seorang ibu,  

c. pada waktu dilahirkan, dan  

d. segera setelah dilahirkan.  
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Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut 

diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan 

mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar 

pernikahan. 

Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

pengaturan mengenai anak hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 

KUHP. Dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997, yang 

isinya menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka 

Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan 

tidak berlaku lagi”. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur tentang anak 

yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan-ketentuan 

dalam UU No. 3 Tahun 1997. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : “Anak adalah orang 

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”. 

 

 

 

 


